52

BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Perjanjian Nominee (Pinjam nama) Antara WNI dengan

WNA Dalam Praktik Jual Beli Tanah Hak Milik

Praktik penguasaan tanah oleh orang asing tidak bisa dihindari, mengingat
mobilitasnya dan yang masuk ke wilayah Indonesia terus meningkat di era
globalisasi dewasa ini. Orang asing yang masuk ke Indonesia itu, selain
mempunyai tujuan wisata, juga berupaya menanamkan modal untuk usaha atau

berinvestasi dengan menguasai tanah hak milik.

3.1.1. Proses Perjanjian Nominee Antara WNI Dengan WNA Dalam
Praktik Jual Beli Tanah Hak Milik
Proses perjanjian Nominee umumnya dapat dilaksanakan melalui beberapa
tahap, adapun tahap-tahap perjanjian nominee adalah sebagai berikut :

1. Kesepakatan Pendahuluan, Kedua belah pihak dalam perjanjian nominee
mengadakan kesepakatan pendahuluan yang bentuknya lisan, kesepakatan
itu berisi tentang keinginan pihak Warga Negara Asing untuk membeli
sebidang tanah hak milik dengan meminjam nama Warga Negara
Indonesia dengan biaya dari Warga Negara Asing, yang kemudian
disetujui pula nantinya tanah tersebut akan diserahkan penguasaannya dari
Warga Negara Indonesia kepada Warga Negara Asing. Pada umumnya
dalam kesepakatan tersebut akan disetujui pula mengenai sejumlah fee
yang akan dibayar oleh Warga Negara Asing kepada Warga Negara
Indonesia sebagai imbalan atas peminjaman namanya.

Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak merupakan salah satu syarat
sahnya perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1320
KUHPerdata. Walaupun telah ada kesepakatan di antara kedua belah pihak
tetap. Harus memperhatikan syarat-syarat sahnya perjanjian yang lain,
karena apabila terdapat syarat yang tidak terpenuhi maka perjanjian

tersebut dapat dibatalkan atau dapat batal demi hukum.
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Pembelian Tanah

Warga Negara Indonesia membeli tanah hak milik dengan menggunakan
biaya dari Warga Negara Asing, kemudian mereka mendatangi kantor
Notaris/PPAT setempat untuk membuat akta jual beli yang akan
digunakan untuk membuat sertifikat tanah yang akan didaftarkan atas
nama Warga Negara Indonesia pada kantor pertanahan setempat, demikian
tanah tersebut secara yuridis kemudian menjadi milik dari Warga Negara
Indonesia (nominee)

Pembuatan Perjanjian Nominee

Perjanjian nominee antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara
Asing dapat dibuat dengan bentuk perjanjian di bawah tangan maupun
perjanjian dengan akta otentik. Perjanjian yang dibuat dengan akta di
bawah tangan dibuat tanpa bantuan dari pejabat umum yang berwenang
dalam hal ini notaris, jadi hanya dibuat oleh pihak-pihak yang
berkepentingan saja yaitu Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara
Asing, tetapi biasanya untuk mendapatkan kepastian hukum Warga Negara
Asing membuat perjanjian nominee dengan bentuk akta otentik yang
dibuat di hadapan notaris. Berdasarkan pasal 1868 KUHPerdata, yang
menyatakan suatu akta otentik ialah akta yang di dalam bentuk yang
ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-
pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempatkan dimana akta

dibuatnya®’

3.1.2. Kekuatan Mengikat Perjanjian Nominee Dalam Penguasaan
Hak Milik Atas Tanah

Perjanjian nominee merupakan suatu upaya untuk memberikan

kemungkinan bagi Warga Negara Asing memiliki hak milik atas tanah yang

dilarang oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960)

Selanjutnya disingkat UUPA adalah dengan jalan menggunakan kedok melakukan

jual beli atas nama Warga Negara Indonesia, sehingga secara yuridis formal tidak

S"Martin Roestamy., Op, Cit.
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menyalahkan peraturan. Disamping itu dibuatkan suatu perjanjian antara Warga
Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dengan cara pemberian kuasa,yang
memberikan hak yang tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa (Warga
Negara Indonesia) dan memberikan kewenangan bagi penerima kuasa (Warga
Negara Asing) untuk melakukan segala perbuatan hukum berkenaan dengan hak
milik atas tanah tersebut’®.

Perjanjian Pokok yang diikuti dengan perjanjian lain terkait dengan
penguasaan hak milik atas tanah oleh Warga Negara Asing menunjukan bahwa
secara tidak langsung melalui perjanjian notariil, telah menjadi penyelundupan
hukum®’.

Penyelundupan dalam bidang Agraria ini sering terjadi di Indonesia,
karena adanya penduduk Indonesia yang masih bersatus orang Asing yang secara
tidak langsung memperoleh hak milik atas tanah Indonesia, yaitu dengan cara
menggunakan kedok yang disebut “strooman” dengan cara menggunakan hak
milik atas tanah. Misalnya orang asing hendang membeli sebidang tanah, ia tidak
membelinya secara langsung tetapi memakai nama “piaraannya” yang
berkewarganegaraan Indonesia. Dan biasanya diikat dengan suatu perjanjian utang
piutang yang jumlahnya meliputi harga tanah yang dijadikan jaminan utang
strooman tersebut. Apabila hal ini diketahui oleh instansi-instansi yang diberi
wewenang untuk mengatur dan mengurus Agraria, maka diputuskan untuk
dinyatakan bahwa jual beli itu batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada
Negara. Jadi dilarang oleh Pasal 26 ayat (2) UUPA®.

Jika dilihat sepintas lalu, perjanjian nominee tidak menyalahi peraturan
perundang-undangan yang berlaku karena tidak dalam bentuk pemindahan hak
melalui jual beli. Tetapi, apabila isi perjanjian tersebut telah, secara tidak
langsung dimaksudkan untuk mengalihkan atau memindahkan hak atas tanah

(yang berupa hak milik) kepada Warga Negara Asing.

8Maria S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi,
Kompos, Jakarta, 2006, h. 162.
Olbid., h. 17
%0Bachtiar Mustafa, Hukum Agraria Dan Perspektif, Remaja Karya, Bandung, 1985, h. 11.
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Dari uraian tersebut diatas maka dapat diinterprestasikan bahwa perjanjian
nominee sama sekali tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia khususnya
dalam hukum perjanjian Indonesia, dan tidak pengaturan secara khusus dan tegas,
sehingga dapat dikatakan mengandung pengertian yang kosong/ norma kosong,
karena perjanjian nominee dapat dikategorikan sebagai penyelundupan hukum.
Dengan adanya kekosongan pengaturan tersebut, maka permasalahannya adalah
bagaimana kekuatan mengikat dari perjanjian nominee tersebut terhadap
penguasaan hak milik atas tanah oleh Warga Negara Asing. Berdasarkan hal itu,
maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami kekuatan
mengikat dari perjanjian nominee terhadap penguasaan hak milik atas tanah oleh

Warga Negara Asing.

3.1.3. Penguasaan Hak-Hak Atas Tanah Oleh Warga Negara Asing

Konsep ini mekanismenya diatur bahwa pemilik rumah atau bangunan
adalah seorang WNI dengan biaya yang bersumber pada WNA tersebut.
Kepemilikan yang dimaksud adalah sebuah kepemilikan yang tidak langsung,
yang tercipta dari hubungan hukum antara WNI dan WNA yang diakaitkan dalam
suatu perjanjian yang disebut dengan Nominee Trustee Agreement, yang dimana
perjanjian tersebut berisikan tentang pernyataan hubungan hukum WNI dengan
WNA yang menyatakan bahwa kepemilikan hak atas tanah tersebut pada dasarnya
adalah milik dari WNI dan WNA yang bersangkutan yang dapat memerintahkan
berbagai tindakan hukum terhadap hak yang “dimiliki” oleh WNA yang di
percaya untuk mengelolanya (frustee). Pada umumnya perjanjian Nominee
tersebut terdari atas Perjanjian Induk yang terdiri dari Perjanjian Pemilikan Tanah
(Land Agreement) dan Surat Kuasa; Perjanjian Opsi; Perjanjian Sewa Menyewa
(Lease Agreement); Kuasa Menjual (Power of Attorneyto Sell); Hibah Wasiat; dan
Surat Pernyataan Ahli Waris®!.

Perjanjian yang demikian dimungkinkan karena pada dasarnya tidak

memindahkan Hak Kepemilikan secara langsung, namun hanya memindahkan

®"Maria S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan
Implementasi, Edisi Jakarta, Kompas. 2015, h.14.
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tanah kelembagaan Hak Atas Tanah (Hak Milik dan Hak Guna Bangunan).

Adapun beberapa aspek yang menunjukan pemindahan hak kepemilakan secara

lanngsung dari perjanjian-perjajian tersebut dipaparkan sebagai berikut:

1. Perjanjian Pemilikan Tanah (PPT)
Pemberian kuasa, dalam PPT pihak WNI mengakui bahwa tanah Hak Milik
yang terdaftar atas namanya bukanlah miliknya, tetapi milik WNA yang telah
menyediakan danah untukpembelian tanah Hak Milik tersebut beserta
bangunan. Selanjutnya pihak WNI memberi kuasa yang tidak dapat ditarik
kembali kepada pihak WNA untuk melakukan segala tindakan hukum
terhadap tanah Hak Milik beserta bangunan tersebut;

2. Perjanjian Opsi
Pihak WNI memberikan opsi untuk membeli tanah Hak Milik beserta
bangunan kepada pihak WNA karena dan untuk pembelian tanah Hak Milik
beserta bangunan itu disediakan oleh pihak WNA;

3. Perjanjian Sewa Menyewa (Lease Agreement)
Pada prinsipnya dalam perjanjian ini diatur dengan jangka waktu sewa berikut
opsi untuk perpanjangannya, berserta hak dan kewajiban pihak yang
menyewakan (WNI) dengan pihak penyewa (WNA);

4. Kuasa Menjual (Power of Attoney to sell)
Surat kuasa untuk menjual berisi pemberian kuasa dengan hak subtitusi dari
pihak WNI (pemberi kuasa) kepada pihak WNA (penerima kuasa) untuk
perpanjangannya, beserta hak dan kewajiban pihak yang menyewakan (WNI)
dengan pihak penyewa (WNA);

5. Hibah Wasiat
Pihak WNI menghibahkan tanah Hak Milik bangunan atas namanya kepada
pihak WNA;

6. Surat Pernyataan Ahli Waris
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Istri pthak WNI dan anaknya menyatakan bahwa tanah Hak Milik beserta
bangunan terdaftar atas nama suaminya, tetapi suaminya bukanlah pemilik
sebenarnya atas tanah Hak Milik beserta bangunan tersebut®?.

Meskipun demikian, selain bentuk perjanjian-perjanjian tersebut diatas,

masih terdapat perjanjian-perjanjian lainnya yang juga bermaksud memindahkan

Hak Milik WNI secara tidak langsung kepada WNA, dalam bentuk sebagai

berikut:

1. Akta Pengakuan Utang;

2. Pernyataan bahwa pihak WNI memperoleh fasilitas pinjam uang dari pihak
WNA untuk digunakan untuk membangun usaha;

3. Pernyataan pihak WNI bahwa tanah Hak Milik adalah milik pihak WNA;

4. Kuasa Menjual, jadi pihak WNI memberi kuasa dengan hak subtitusi kepada
pihak WNA untuk menjual, menjual dan melepaskan atau memindahkan tanah
Hak Milik yang terdaftar atas nama pihak WNI;

5. Kuasa Roya, jadi pihak WNI memberikan kuasa dengan hak subtitusi kepada
pihak WNA untuk secara khusus mewakili dan bertindak atas nama pihak
WNI untuk menyelesaikan semua kewajiban untang-piutang pihak WNI;

6. Sewa Menyewa Tanah, WNI sebagai pihak yang menyewakan tanahnya
memberikan hak sewa kepada WNA sebagai penyewa selama jangka waktu
tertentu, misalnya 25 tahun, dapat diperpanjang dan tidak dapat dibatalkan
sebelum berakhirnya jangka waktu sewa;

7. Perpanjangan Sewa Menyewa. Pada saat yang bersamaan dengan pembuatan
perjanjian sewa menyewa tanah (angka 6), dibuat sekaligus perpanjangan
sewa-menyewa selama 25 tahun (dengan ketentuan yang sama dengan angka
6);

8. Perpanjangan Sewa Menyewa. Sekali lagi pada saat yang bersamaan dengan

pembuatan perjanjian sewa menyewa tanah (angka 6 dan 7), dibuat
perpanjangan sewa menyewa lagi untuk waktu 25 tahun (dengan ketentuan

yang sama dengan angka 6 dan 7);

©2Martin Roestamy, Konsep-Konsep Hukum Kepemilikan dngan Hukum Pertanahan,

Alum, Bandung, 2011, h. 207.
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9. Kuasa. Pihak WNI memberikuasa dengan hak subtitusi kepada WNA
(penerima kuasa) untuk mewakili dan bertindak untuk atas nama WNI
mengurus segala urusan, memperhatikan kepentingannya, dan mewakili hak-
hak pemberi kuasa untuk menyewakan dan mengurus izin mendirikan
bangunan (IMB), menandatangani surat pemberi tahuan surat pajak dan surat-
surat lain yang diperlukan, menghadap pejabat yang berwenang serta menanda
tangani semua dokumen yang diperlukan®.

Praktik-praktik demikian adalah termasuk penyelundupan hukum, dimana
perlindungan hukum yang diberikan sangatlah tidak kuat bagi kepentingan WNA.
Yang dalam beberapa kasus yang muncul diperadilan, perjanjian Nominee ini
dibatalkan karena bertentangan dengan kausa yang halal sebagaimana yang
terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Perjanjian seperti ini (perjanjian
Nominee) telah mengabaikan perjanjian materiil dan hanya menunjukan dan
hanya menunjukan kebenaran notariil, oleh karena itu perjanjian seperti ini
(perjanjian Nominee) termasuk dalam penyelendupan hukum®. Kedudukan WNA
dalam perjanjian Nominee tersebut lemah karena dua alasan. Pertama, walaupun
kedua belah pihak cakap bertindak dan mengikatkan diri secara suka rela, tetapi

“causa” dalam perjanjian tersebut adalah palsu atau terlarang®.

3.1.4. Pengaturan Kepemilikan HAk- Hak Atas Tanah dan Bangunan
oleh Warga Negara Asing dan Badan Hukum Asing

Secara umum badan hukum baik badan hukum Indonesia maupun badan
hukum asing dan juga Warga Negara Asing hanya diperbolehkan menguasai dan
menggunakan tanah, jika hak itu secara tegas dimungkin oleh peraturan yang
bersangkutan. Pasal-Pasal dalam UUPA yang memungkinkan untuk itu adalah
Pasal 30 UUPA untuk badan-badan hukum, yaitu “hanya badan hukum yang
didirikan menurut hukum Indonesia dan berkeddudukan di Indonesia yang boleh
menjadi pemegang Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan”.Sedangkan untuk

Warga Negara Asing dan badan hukum asing diberikan hak sesuai yang

%Maria S.W. Sumardjono, Op. Cit., h. 16.
%Ibid.,h. 17.
%Ibid., h. 18.
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ditetapkan dalam Pasal 55 UUPA. UUPA Pasal 42 mengatur bahwa yang dapat

mempunyai hak pakai adalah:

1. Warga Negara Indonesia;

2. Orang asing yang berkedudukan Indonesia;

3. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di
Indonesia;

4. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

Selanjutnya, PP No. Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna

Bangunan,Hak Pakai Atas Tanah, Pasal 39 mengatur tentang subyek hak pakai

adalah :

1. Warga Negara Indonesia;

2. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di
Indonesia;

3. Depertemen, Lembaga Pemerintahan Non Depertemen dan Pemerintah

Daerah;

Badan keagamaan dan sosial;

Orang asing yang berkedudukan di Indonesia;

Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia;

N Bk

Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Badan Internasional®®.

Kebijakan terhadap orang asing dilandasi pertimbangan, selain demi
kepentingan nasional dan melindungi kepemilikan bangsa Indonesia, juga
keberadaan mereka di Indonesia hanyalah untuk sementara. Untuk tempat tinggal,
mereka dapat menyewa rumah milik orang Indonesia, atau kalaupun ingin
membangun rumah sendiri, dimungkinkan mengenguasai dan menggunakan tanah
dengan Hak Sewa ataupun Hak Pakai. Apabila menggunakan tanah Negara
dengan cara Hak Pakai, Sedangkan apabila tanah Hak Milik WNI bisa dengan
Hak Sewa dan Hak Pakai (Pasal 41 dan Pasal 42 UUPA). Hak Sewa dan Hak
Pakai dapat diberikan dengan jangka waktu 25 tahun dan tidak dapat diperpanjang.

%Wily Ardi Yohanis, Tinjauan Yuridis Kepemilikan Tanah dan Bangunan Oleh Warga
Negara Asing Di Wilayah Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Jurnal
Ilmiah Periode Desember 2013/2014 Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2013, h. 5.
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Jadi kepemilikan orang asing atas tanah di Indonesia sesuai dengan peraturan

perundang-undangan adalah dengan status Hak Pakai dan Hak Sewa®’.

Keputusan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7

Tahun 1996 Tentang Persyaratan Pemilik Rumah Tempat Tinggal atau Hunian

oleh Orang Asing dan diganti dengan Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 1996 Tentang Persyaratan Pemilik Rumah

Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing (selanjutnya disingkat Permen

Agraria Nomor 8 Tahun 1996), Surat Edaran Menteri Agraria/ Kepala BPN

Nomor: 110-2871 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun

1996 tentang Pemilik Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing.

Peraturan Menteri diatas memuat antara lain:

1. Orang asing yang kehadirannya di Indonesia memberi manfaat bagi
pembagunan nasioanal adalah orang asing yang memiliki dan memelihara
kepentingan ekonomi di Indonesia dengan melaksanakan investasi untuk
memiliki rumah tempat tinggal atau hunian di Indonesia;

2. Pemilik rumah dengan sarana perolehan hak atas tanah untuk orang asing
dapat dilakukan dengan membeli atau membangun rumah diatas tanah hak
milik, membeli satuan rumah susun yang dibangun diatas hak pakai tanah
negara, membeli atau membangun rumah diatas hak pakai atau hak sewa
untuk membangun atas dasar perjanjian tertulis dengan pemilik tanah
bersangkutan;

3. Rumah yang dapat dibangun atau debeli dan satuan rumah susun yang tidak
termasuk klasifikasi rumah sederhana atau rumah sangat sederhana;

4. Selama tidak dipergunakan oleh pemiliknya, rumah tersebut dapat disewakan
melalui perusahaan Indonesia berdasarkan perjanjian antara orang asing
pemilik rumah dengan perusahaan tersebut;

5. Orang asing yang memiliki rumah di Indonesia tidak lagi memenuhi syarat
berkedudukan di Indonesia, jika yang bersangkutan tidak lagi memiliki dan

memelihara kepentingan di Indonesia.

Ibid., h. 6.
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Kepemilikan rumah untuk Warga Negara Asing tetap dibatasi pada 1 (satu)
rumah. Jadi Hak Milik Satuan Rumah Susun yang dibangun diatas Hak Milik dan
Hak Guna Bangunan tidak dimungkinkan dimiliki oleh Warga Negara Asing,
tetapi WNA hanya dimungkinkan memiliki Hak Milik Satuan Rumah Susun yang
dibangun diatas Hak Pakai di atas Tanah Negara. Bahwa orang asing yang telah
memiliki rumah di Indonesia tidak lagi memenuhi syarat berkedudukan di
Indonesia, maka dalam jangka waktu paling lama 1(satu) tahun wajib
mengalihkan haknya kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Mengenai orang
asing dan badan hukum asing dapat pula memiliki bangunan perkantoran atau
tempat usaha yang berdiri diatas Hak Pakai, dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Merupakan bangunan yang berdiri sendiri yang terletak dalam kawasan yang
diperuntukkan bagi pembangunan tersebut;

2. Merupakan bangunan rumah susun yang terdiri dari 3 (tiga) lantai atau lebih
dalam kawasan yang sesuai,

3. Tidak termasuk klasifikasi sederhana atau sangat sederhana;

4. Berbentuk rumah took (ruko) yang terdiri dari 3 (tiga) lantai atau lebih®®,

3.1.5. Akibat Hukum Penguasaan Tanah Oleh Warga Negara Asing
(WNA) Dengan Akta Perjanjian Nominee
Akibat hukum penguasaan tanah oleh Warga Negara Asing (WNA)
dengan Akta Perjanjian Nominee adalah berupa lahirnya, berubahnya, atau
lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu. Perjanjian pokok yang diikuti dengan
perjanjian lain terkait dengan penguasaan tanah Hak Milik oleh WNA
menunjukan bahwa telah terjadi penyelundupan hukum melalui perjanjian notariil.
Pihak WNI yang berlaku sebagai nominee atau frutee yang meminjamkan
namanya kepada WNA tekait pada suatu hubungan hukum yang memberi
keuntungan dan tidak memperdulikan kebenaran materiil dari perjanjian itu.
Sahnya suatu perjanjian harus memenuhi ketentuan Pasal 1320
KUHPerdata, memerlukan empat syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

%8Ibid., h. 59.
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2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat pertama dimanakan syarat subjektif karena mengenai orang-
orang atau subjeknya yang mengakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir
disebut syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari
perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Pinjam Nama (Nominee) tidak memenuhi unsur suatu sebab yang halal
karena menyangkut pemindahan hak atas tanah dari WNI kepada WNA secara
tidak langsung yang dilarang dalam Pasal 26 ayat (2) UUPA yang berbunyi
sebagai berikut “Setiap jual beli, pertukaran, penghibahan, pemberian dengan
wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung maupun
tidak langsung memindahkan hak milik pada warga negara asing, kepeda seorang
warga negara yang disamping kewarga negaraan Indonesia mempunyai kewarga
negaraan asing ataupun kepada badan hukum, kecuali yang ditetapkan Pemerintah
dalam Pasal 1 ayat (2) UUPA, adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh
kepada Negara dengan ketentuan bahwa pihak-pihak lain yang membebaninya
tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima pemilik tidak
dapat dituntun kembali”.

Karena syarat objektif tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum,
artinya dari semula tidak pernah ada suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu
perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk
melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal. Dengan demikian, maka tidak
ada dasar untuk saling menuntut didepan hakim. Sebagaimana dikatakan Maria
S.W. Sumardjono bahwa “Substansi perjanjian tersebut melanggar syarat objektif
dan oleh karena itu adalah batal demi hukum”®,

Perjanjian Nominee tidak mempunyai dasar hukum yang kuat kecuali
kesapatan para pihak. Sesungguhnya penguasaan Hak Milik atas tanah oleh WNA
secara tidak langsung tidak menjanjikan perlindungan hukum bagi bagi yang

bersangkutan. Maria S.W.Sumardjno mengungkapkan bahwa “Kedudukan WNA

Ibid., h. 18.
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dalam Perjanjian Nominee sangat lemah karena dua alasan: Pertama, walaupun
kedua belah pihak cakap bertindak dan mengikatkan diri secara sukarela tetapi
causa-nya adalah palsu atau terlarang karena perjanjian itu mengakibatkan
dilarangnya ketentuan Pasal 26 ayat (2) UUPA. Pasal 1335 menyetakan bahwa
suatu perjanjian yang dibuat dengan causa palsu atau terlarang tidak mempunyai
kekuatan. Perjanjian yang dibuat antara WNI dan WNA tersebut didasarkan pada
causa yang palsu, yakni perjanjian yang dibuat dengan pura-pura serta
menyebunyikan causa yang sebenarnya tidak diperbolehkan. Dalam hal ini,
perjanjian itu dianggap sudah batal dari semula dan hakim berwenang karena
jabatannya mengucapkan pembatalan itu, walaupun tidak diminta oleh sesuatu
pihak (pembatalan mutlak). Kedua, tidak semua perjanjian yang dimuat
mempunyai kekuatan mengikat sebagai Undang-Undang. Hanya perjanjian yang
sah yang mengikat kedua belah pihak. Dengan demikian perjanjian pura-pura
tidak mempunya kekuatan mengikat karena dibuat tidak sah’.

Dengan demikian ada 2 (dua) macam perlindungan hukum,yaitu:
Perlindungan Hukum Preventif dimana rakyat diberikan kesempatan untuk
mengajukan keberatan (insprak) atau pendapat sebelum keputusan pemerintah
tertentu bersifat definitif; dan Perlindungan Hukum Represif yang bertujuan untuk

menyelesaikan sengketa’!.

Seperti halnya kasus yang terjadi di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah,
Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Pada tahun 2008 seorang
Warga Negara Finlandia bernama Juha —Pekka Uusitalo ingin membeli sebidang
tanah hak milik untuk berinvestasi dengan membangun usaha jasa pariwisata di
Dusun Gili Air, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok
Utara. Namun karena seorang Warga Negara Asing tidak dapat membeli tanah
hak milik di Indonesia maka dia membeli tanah tersebut dengan meminjam nama
seorang Warga Negara Indonesia yang bernama Mukhsin (yang berdomisili di
Kota Mataram) untuk kepentingan membeli sebidang tanah yang akan dibangun

usaha jasa pariwisata tersebut. Adapun tanah obyek jual beli dimaksud adalah

0Ibid., h. 85.
7INi Made Irpiana Prahandari, Op, Cit., h. 123.
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tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 350/ Gili Indah, dengan Surat Ukur No.
557/ Gili Indah/ 2007, tanggal 29 Januari 2007, dengan luas 1.815 m2 .Untuk
pembelian tanah tersebut, Juha —Pekka Uusitalo memberikan uang kepada
Mukhsin yang bertindak selaku Pembeli untuk melangsungkan Jual Beli Tanah
tersebut sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 108/2008, yang dibuat oleh dan
dihadapan Baiq Lily Chaerani, SH. Notaris di Tanjung dengan meminjam nama

Mukhsin.

Pada tahun 2010 untuk menyatakan pengakuan bahwa benar nama
Mukhsin dipinjam untuk kepentingan pembelian tanah tersebut, maka dibuatlah
Surat Akta Pernyataan, Nomor 12, tanggal 20 Januari 2010, yang dibuat oleh dan
dihadapan I Nengah Sukma Mulyawan, SH. Notaris di Mataram. Namun ketika
Juha —Pekka Uusitalo sudah membangun usaha jasa pariwisata yang dinamakan
PT Hotel Mujur Tiga Belas yang dibangun diatas tanah tersebut, dimana Juha —
Pekka Uusitalo selaku Komisaris dan Yan Yan Mulyana (WNI) yang diangkat
sebagai direktur di PT hotel Mujur Tiga Belas, mereka meminta secara baik baik
kepada Mukhsin untuk bersedia melakukan pengalihan hak atas tanah tersebut
sesuai dengan kesepakatan bersama yang dituangkan didalam Akta Pernyataan
Nomor 12, tanggal 20 Januari 2010, dengan uang imbalan jasa meminjam
namanya dengan jumlah sebesar Rp. 75.000.000,- ( tujuh puluh lima juta rupiah )
yang dimintanya sendiri. Dimana pengalihan hak atas tanah tersebut bertujuan
untuk kepentingan perusahaan. Namun setelah menerima uang atas imbalan jasa
meminjam namanya tersebut Mukhsin tetap tidak bersedia melakukan pengalihan
hak atas tanah tersebut kepada Juha —Pekka Uusitalo dan membalik-namakan
Sertifikat Hak Milik atas tanah kepada PT Hotel Mujur Tiga Belas yang
diwakilkan oleh Yan Yan Mulyana sebagai direktur PT Hotel Mujur Tiga Belas.
Oleh karena itu pihak PT Hotel Mujur Tiga Belas mengajukan gugatan perdata ke

Pengadilan Negeri Mataram.

Terhadap perkara tersebut Pengadilan Negeri Mataram dengan putusannya
Nomor 37/Pdt.G/2015/PN.Mtr tertanggal 27 Juli 2015 menyatakan gugatan

tersebut tidak dapat diterima karena mengenai masalah legal standing dari
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penggugat (Juha -Pekka Uusitalo). Oleh karena itu penggugat (Juha —Pekka
Uusitalo) mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Mataram yang
mana Pengadilan Tinggi Mataram mengeluarkan putusannya dengan Nomor
perkara 169/Pdt/2015/PT.Mtr tertanggal Januari 2016 dengan pertimbangan

hukumnya yang menyebutkan :

Menimbang bahwa, dalam perkara ini, para penggugat yakni PT Hotel
Mujur Tiga Belas, yang berdirinya pada tanggal 22 Januari 2013, Akta Notaris
No.26 tanggal 22 Juni 2012 yang dibuat oleh penggugat/pembanding telah
menggugat para tergugat/para terbanding khususnya tergugat I/terbanding yang
melakukan perbuatan hukum berupa bersedia namanya di pinjam untuk dan atas
nama Juha Pekka Uusitalo, sebagai warga hukum asing yang membeli sebidang
Tanah, ( Bukti P -7 dan P- 8 ); yang mana menurut hukum tanah Indonesia orang

asing tidak boleh memiliki hak atas tanah.

Menimbang bahwa,dari bukti P-7 dan P-8, ternyata telah dilakukan pada
tanggal 20 Januari 2010 untuk bukti P7 dan tanggal 12 Mei 2008 untuk bukti P8,
Juha Peka Uusitalo telah bertindak sebagai orang pribadi bukan mewakili PT
Hotel Mujur Tiga Belas dengan tergugat I/terbanding I, sehingga Perbuatan
Hukum dimaksud telah terjadi sebelum Badan Hukum PT Hotel Mujur Tiga Belas
( Penggugat ) berdiri, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tinggi penggugat
/pembanding tidak mempunyai Legal Standing untuk menggugat para tergugat/

terbanding.

Menimbang bahwa, oleh karena penggugat/pembanding ( PT Hotel Mujur
Tiga Belas ) tidak mempunyai legal standing untuk menggugat para tergugat maka,
gugatan penggugat harus dinyatakan di tolak. Menimbang bahwa,oleh karena
gugatan penggugat/pembanding dinyatakan ditolak, maka putusan Pengadilan
Negeri Mataram Nomor : 37 / Pdt.G/2015/PN.Mtr tanggal 27 Juli 2015, haruslah
dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ini akan mengadili

sendiri perkara tersebut yang amarnya seperti tersebut dbawah ini.
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Menimbang bahwa, karena gugatan penggugat ditolak, maka penggugat
/pembanding dipihak yang kalah karena itu dihukum untuk membayarseluruh
biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, Mengingat peraturan dan undang-
undang yang bersangkutan khususnya RBg. Berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram menolak
Gugatan penggugat/pembanding untuk seluruhnya dan menghukum penggugat
untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan pada tingkat
banding sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Jika dilihat dari
pertimbangan hukum dalam putusan 169/Pdt/2015/PT.Mtr tersebut terdapat
pertimbangan hakim yang menyebutkan menurut hokum tanah Indonesia orang
asing tidak boleh memiliki hak atas tanah, hal tersebut menunjukkan setiap Warga
Negara Asing dilarang untuk dapat memiliki hak milik atas tanah dengan cara
apapun yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di

Indonesia khsusnya dengan melakukan perjanjian nominee atau pinjam nama.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5
tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan hanya
Warga Negara Indonesia dapat mempunyai hak milik. Hal ini memperkuat
pernyataan bahwa hanya Warga Negara Indonesia saja yang boleh mempunyai
Hak Milik atas tanah, sedangkan Warga Negara Asing tidak berhak atas
kepemilikan tanah di Indonesia. Akan tetapi, kebijakan di bidang pertanahan
terhadap orang asing secara normatif mendapat pengaturan dalam Pasal 42 dan
Pasal 45 Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa orang asing
yang berkedudukan di Indonesia dapat mempunyai hak pakai atas tanah dan hak

sewa untuk bangunan.

Apabila dianalisa menggunakan Teori Negara Hukum dari Utrecht, maka
akta perjanjian penguasaan Hak Milik atas tanah milik WNI oleh WNA yang
dibuat oleh Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah menunjukan bahwa Indonesia
adalah negara hukum dimana setiap setiap perbuatan hukum harus tunduk pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi dalam hal ini negara hanya

memberi jaminan perlindungan pada hak-hak individu dari WNI. Akta yang



67

dimaksud di atas memberikan perlindungan terhadap WNA yang telah menguasai
hak atas tanah milik WNI. Sebagai konsekuensi dianutnya Asas Kebangsaan atau
Asas Nasionalitas dalam UUPA, maka perlindungan terhadap WNI harus
diutamakan diatas kepentingan WNA"2.

1bid., h. 124.
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